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Abstract: This article is a community service report on assistance in
drafting village regulations for members of the Village Consultative
Body (BPD) throughout Sejangkung Subdistrict, Sambas Regency.
Based on field observations, it was found that no BPD had yet
demonstrated the capability to propose and draft village regulations
Jjointly with the village head. This study aims to optimize one of the main
duties and functions of the BPD, namely to discuss and approve Draft
Village Regulations in collaboration with the village head. The
implementation — method included organizing activities such
as.:Preparation, which involved preparing correspondence, providing
materials/content, and media for delivering the material; Activity
Execution, which began with an opening session, presentation on the
stages of drafting village regulations, identification of subjects or
themes that require regulation, and assistance in drafting the proposed
village regulations.The results of this activity showed an increase in
knowledge among all BPD members in Sejangkung Subdistrict
regarding the drafting and discussion of village regulations. In addition,
one village succeeded in producing a finalized village regulation.

Abstrak

Artikel ini merupakan laporan Pengabdian masyarakat tentang pendampingan penyusunan peraturan desa bagi
anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Berdasarkan hasil
observasi di lapangan ditemukan bahwa masih belum ditemukan BPD yang mampu mengusulkan dan merancang
peraturan desa bersama kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan salah satu tugas dan fungsi
BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Metode pelaksanaan
dilakukan dengan merancang kegiatan seperti Persiapan, terdiri dari persiapan surat-menyurat, menyediakan
bahan/materi, media dalam penyampaian materi; Pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan pembukaan, penyampaian
materi tahapan penyusunan peraturan desa, Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan peraturan desa,
Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa. Hasil kegiatan ini mampu menambah pengetahuan seluruh
anggota BPD Se-Kecamatan Sejangkung tentang dalam merancang dan membahas peraturan desa. Selain itu
terdapat salah satu desa yang berhasil menyusun peraturan Desa.
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Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefenisikan desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Desa dalam
menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

LKD menurut pasal 1 angka 10 peraturan Bupati sambas Nomor 63 tahun 2019 tentang
Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan. Menurut pasal 16 ayat (1)
Peraturan Bupati sambas nomor 63 tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan
Masyarakat Desa, LKD terdiri dari: Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tim
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu),Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Selain LKD, pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya juga dibantu oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengartikan  Badan
Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD sebagai lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi sebagaimana
terdapat dalam pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefenisikan
Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa termasuk dalam jenis
peraturan di desa, selain Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa.
Dalam Penyusunan peraturan desa melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan,dan penomoran. (E.B. Sitorus, 2007) Peraturan desa
merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Fungsi dari peraturan perundang-
undangan adalah menjamin ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat. (Sergio Kanisius
Ridwan, 2023)

Peraturan perundang-undangan bagi desa disusun agar menjadi regulasi yang
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menertibkan masyarakat serta membawa kemakmuran bagi desa. (Rochim, 2021) Dalam
penyusunan peraturan desa, BPD berperan dalam penyusunan, mulai dari memperhatikan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membuat peraturan desa,
penyusunan naskah akademik, penulisan peraturan desa sesuai tata naskah perundang-
undangan, dan lainnya.

Kemampuan anggota BPD sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan desa. Hasil
observasi di lapangang menunjukkan para anggota BPD di Kecamatan Sejangkung Kabupaten
Sambas mengalami kesulitan dalam merancang Peraturan Desa terkendala oleh lemahnya
pengetahuan anggota BPD dalam bidang penyusunan legal drafting. Untuk itu, perlu dilakukan
kegiatan penelitian mengenai optimalisasi tugas dan fungsi anggota BPD dalam mewujudkan

pembentukan peraturan desa.

2. METODE

a. Rancangan Kegiatan

Tema yang dipilih dalam pengabdian masyarakat yaitu: Pendampingan
Penyusunan Peraturan Desa Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-
Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Tujuan kegiatan ini untuk optimalisasi
tugas dan fungsi BPD se-kecamatan Sejangkung terutama dalam hal penyusunan
peraturan desa. Kegiatan ini dirancang dengan:

1) Penyampaian materi terkait tahapan penyusunan peraturan desa
2) Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan peraturan desa
3) Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di pusatkan di Aula Kantor Desa Piantus Kecamatan
Sejangkung. Acara pembukaan dihadiri oleh camat sejangkung, Kapolsek, Danramil,
Kasi Pemerintahan sejangkung, Kepala Puskesmas Sejangkung, Pendamping Desa,
Kepala Desa Se-kecamatan Sejangkung serta anggota BPD se-kecamatan Sejangkung.
Selanjutnya pemaparan materi terkait tahapan penyusunan peraturan desa dilanjutkan
dengan penjaringan objek perdes dari setiap desa. Penjaringan objek perdes di
sesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.

c. Partisipan Kegiatan

Partisipan dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota BPD sekecamatan

sejangkung sebanyak 74 orang, yang terdiri dari 12 desa, yaitu: Sulung, Penakalan,
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Sekuduk, Setalik,Parit Raja, Piantus, Perigi Landu, Sendoyan, Senujuh, Perigi Limus,
Semanga dan Sepantai.

d. Bahan-Bahan Yang Dipaparkan

Bahan yang dipaparkan mulai dari materi tahapan penyusunan peraturan desa, tata
cara penjaringan objek yang akan dijadikan Peraturan desa, pemaparan legal drafting
dari Peraturan desa.

e. Metode Pelaksanaan
1. Persiapan, terdiri dari persiapan surat-menyurat, menyediakan bahan/materi, media
dalam penyampaian materi.
2. Pelaksanaan kegiatan, dimulai dengan pembukaan, penyampaian materi tahapan
penyusunan peraturan desa, Penjaringan objek atau tema yang perlu dibuatkan

peraturan desa, Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa

fecct pendampingan penyusunan
penjaringan
Perencanaan obick Perdes penyusunan rancanagan
) Rencana Perdes Perdes

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pendampingan

3. HASIL

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

A. Penyampaian materi
Materi yang di sampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan meliputi:
1) Urgensi Peraturan Desa
2) Peran BPD dalam mengusul dan merancang Peraturan Desa
3) Tahapan Penyusunan Peraturan Desa
4) Tata cara Penjaringan Objek Peraturan Desa
5) Muatan dalam Peratutan Desa

6) Cara merancang Peraturan Desa
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Gambar 1. Penyampaian Materi

B. Penjaringan Objek Peraturan Desa
Pada tahapan ini peserta membentuk kelompok sesuai desa masing-

masing. Kemudian setiap desa diharapkan bisa memetakan permasalahan yang
terjadi di desa. Objek Perdes sebaiknya berkaitan dengan hal-hal yang dapat
diatur oleh desa, seperti urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan,
ketertiban sosial, dan pengelolaan sumber daya desa. Pada kegiatan ini, anggota
BPD menyampaikan beberapa peraturan yang harus di bentuk, seperti:
rancanagan Peraturan desa tentang kewenangan desa, rancangan peraturan desa
tentang keamanan desa, rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa
dan pendapatan lainnya, rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah
desa, rancangan peraturan desa tentang larangan menyetrum, meracun, dan
mengebom ikan dan udang di sungai wilayah desa.

C. Penentuan Objek Peraturan Desa

Berdasarkan beberapa rancangan yang di ajukan oleh peserta untuk

dijadikan peraturan desa, dipilih satu yang akan dijadikan peraturan desa, yaitu
rancangan peraturan desa tentang pendapatan asli desa dan pendapatan lainnya
yang di usulkan oleh desa Semanga Kecamatan Seajangkung. Objek ini dipilih
karena dianggap mendesak dan harus di buat mengingat di Desa Semanga
terdapat perusahaan Sawit, bahkan menjadi desa yang memiliki lahan sawit
terluas di kecamatan Sejangkung. Sejauh ini pendapatan yang di dapat oleh desa
dari hasil perkebunan sawit masih sangat minim karena tidak ada aturan yang
mengatur.

D. Pendampingan Penyusunan Materi Dalam Rancangan Peraturan Desa

Pendampingan dilaksanakan secara intens via online terkait muatan
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materi yang termasuk dalam rancangan peraturan desa. Hasil yang didapatkan
dari tahapan ini berupa template rancangan peraturan desa tentang pendapatan

asli desa dan pendapatan lainnya.

= Falakeonoan Undeng-Undone Nemer 6 Tolun 2014
&’ tantang Dwea [Lembaren Hepsrs Rapubik ndenesia
Tskun 2012 Hemer 41, Tambakan Lembaras Hezsrs
Fapuklil Indenaria Kemer £521);
4. Persturen Mantari Dalam Heperi Hemer 111 Tehun
2014 temmang Sedomen Tekmic Peroturom di Dwsa
KEPALA DEZA 2ZMANGA [Surita Hagara Republi Indenasia Tahun 2014 Hemer
KZCAMATAN SEJANQRUNG 2051};
KARUPATEN SAMEAS . Faraturen Menteri Delem Negari Nemer 43 Tehun

n

2016 temtang Kawenongan Desa (Serits Megsrs
Saputlik ndenasia ¥omer 1057);

S -
FERATURAN DESA S2LANGA 6. Fersturen Supesi Sembes Hemer 47 Takun 3033
Hale

BOMOR ...

tantang Defisr K z=r Dusa B
fr g Acal Usul den Xewsnangas Lolks] Barsksls Dacs di
PENDAPATAN ASLI DE2A DAN FENDAPATAN LAIN DESA Mekbupaten Sambar [Berita Dasral  Kabupaten
Zombas Tolhun I01E Hamer 45
DEWCAIT FAHMAT TURAN YAIIO MAHA EE8A 7. Percturen Bupsti Zcmboc Nomer 7 Tohum 2013
KEPALA DESA SEMANGA, Tentome Tota Cara Pamyucunan Persturan Di Deea
Marimbans & bakws Pandapstan jisli Deea dam Pesdepatan Lain !‘}tﬂaﬂwﬂn Eskupsten Bsmbas Takun 3018 Hemer
Dz pakon cumber F F Dmza yanp i
damas dilal lemny A Adloueml Jeave masumi danmnn 3. ’mm E?uwm Smkﬂ Ifmw Tlm 42 Tehas
lewmenangen renp dikerikan kepads Deca; 2018 g 1 Daca
®. balws Fandapaten Aeli Dase dam Pasdapatss Lain [Barita Daarah Kakupaten Bambaz Takun 3018 Hemar
Sewa  berajuen ——y SaminzEatian 45| sebopmimons talak diubah denpmn Farstsran
i dam Supati Hamer 27 Takun 3020 tentans Farubahas Atms
pu:nb-cmgvn:n deza  certa  pesbimean dan Parsteren Bupes Nemer 43 Takum 2013 wmisns
sambardnvass masvaraks: dess ssar dasar bardsvs Daze (Besits Doarah
ssma den barkasil sema: Xnbupatan Bamban Tahun 2020 Kamar 25):
< bahwa bard rtiml S. Farsturan Dasa Eemanes Nemer 5 Tehua 2013
dimekend pade huref o das kured b ,mu: tantang K Hak Acs] Usul
manstarkan Farsturan Cesa tentane Fandavatan Acki dan Kewsnonean Lcieal‘-\:u—dmtn Daza (Lasmbares Deca
Dace den Fandapaten Lain Daca; Bamangs Tohes 2012 Nesmes 5);
Mangingns @ 1. Undase-Undans Nemer € Tobun 2014 tantans Daca Dlamsen Keaspakatan Sersama
am Hegore R Tohes 2014 EADAN FEFAIUSYAWARATAN DISA SEMANGA
'{m- *. Tambehan Lembaras Nessrs Rapulbld dan
Indonecia Homar S435); KEPALA DESA SELANGA
3. Undamw-Undane NHemer 23 Tohum Z014 santanw
Fasmarintchen Doarch [Lemboran Haparo Rapublhe &AM 5
Indonesin Tahum 2014 Nemer 344, Tombaham MEMETE .
P
Lasmberan Hegare Rapubli Indonecic Nemer 2587) Manatapkan : PERATURAN DEZA SEMANOA TENTANG FENDAPATAN
sebosmimana telah dus kali diubah don terelkhir ABER THRS, TUAN PEAPAPATAN T AT 0k

dengan Undane-Undane Namear 3 Tahun 1015 santans
Farubskan Kedus Atez Undeng-Undamg Nemse 23
Talun 2014 cansans Fi Jnme Deasal (L =

Hapers Rapubik ndonesiz Takun 3015 Nemer 58,
Tambanam Lambaram NHesara Rapubllk [ndenesia

EASI
XETENTUAN ULIUM

Fasal 1

Nemer 56750
3. B i Farubliz nd ia Nomeor 43

Takun 2014 e B Palal: Undang- Delam Peramwros Decs @i vemg dimaksud dengen:

Undone Nomor 6 Talaun 2014 tentone Deta (Lemboran 1. Desm sdalak Dese Zemencs Recamaten Seenckane Kabus L] hﬁa

Nagore Rapublk Indenasis Takun 2014 Nesar 125, 3. Pesarintahan Decs adalch penvel wrusan claln

Tambahan Lembaronm NHeepara Rawpublik Indomecia Famarimtah Dsza dnn Eadan Fermurroworsian Dece dalem mengatur dan

Nemer S539) :nhﬂ.zmmn“anaa‘lﬂn dun leali diubak, reardorarioan n.l.d'\u'ul don
dengam T Hemer 11 ndu umdnx sesempaEt vaa; inhm naa dihsrmat  dalam  Sistem

Talun 2019 tastany P bcuun Kadus Atas Paraturan  —c

Famanatah Hemsr 43 Tahen 2014 tantang Perssussn

Gambar 2. Template Rancangan Peraturan Desa Semanga Tentang Pendapatan

Asli Desa Dan Pendapatan Lainnya

KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk BPD Se-Kecamatan Sejangkung
bahwa setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan objek dalam pembuatan peraturan
desa. Namun karena keterbatasan BPD dan Kepala Desa sehingga belum ada produk berupa
peraturan desa. Sejauh ini desa hanya membuat peraturan desa yang rutin di buat setiap
tahun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: SDM yang masih rendah,
belum pernah dilaksanakan pelatihan pembuatan peraturan desa untuk BPD dan
Pemerintah desa, minimnya pengetahuan akan pentingnya peraturan desa, BPD dan kepala

desa bahkan masyarakat terkesan lebih pasif.
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